


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat

Daerah Kota Kupang

6. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kota Kupang

. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Kupang.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Perikanan Kota Kupang.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.







(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakanr tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

b. Penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas yang
meliputi penyelenggaraan urusan Kketatausahaan rumah tangga,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kkerja
dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan tugas sekretariat lingkup Perencanaan dan Keuangan
Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1)
Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran Dinas;
b. Menyiapkan bahan pengumpulan,pengolahan dan jiz
lingkup Dinas;
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;




Melaksanakan urusan tata laksana keuangan Dinas;
Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup Dinas;
Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Dinas;
Menyusun laporan keuangan Dinas; dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
Dinas; )
b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan
ketatausahaan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas;
c. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan,
‘ ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan
dokumentasi lingkup Dinas;
d. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat dan Keprotokolan lingkup Dinas;
e. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan
f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 7
. (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
Perikanan Tangkap.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
a. Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perikanan tangkap;
b. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil:
c. Penertiban SIUP di bidang perikanan.
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporas
pelaksanaan kegiatan di bidang Perikanan Tangkap; dan
e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh
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Pasal 8
Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi

a. Menyiapkan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta
pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha;

c. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil; dan

d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan ; dan

e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha Perikanan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis Perijinan dan pengawasan usaha.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha Perikanan mempunyai fungsi

a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perijinan
dan Pengawasan usaha;

b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perijinan dan
Pengawasan usaha;

c. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta
pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;

d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Perijinan
dan Pengawasan Usaha Perikanan ; dan

e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekmis
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan dan Sarana seranE
Penangkapan lkan.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

(1)

(2)

(1) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perikanan
melakukan penyiapan bahan perencanaan,
teknis Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perikanan.

a.

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan
sarana prasarana perikanan tangkap;

Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan dan pengembangan
sarana prasarana perikanan tangkap;

Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang prasarana penangkapan ikan;

Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang prasarana
penangkapan ikan;

Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengembangan
sarana prasarana perikanan tangkap; dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di
bidang Perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a.

b.

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perikanan budidaya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan
usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan @i
bidang Perikanan Budidaya; dan

Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perikanan mempunyai
fungsi :

a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Kelembagaan dan kemitraan usaha perikanan;

b. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan
usaha; :

c. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan
ikan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
' mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
mempunyai fungsi :

a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang sarana prasarana perikanan budididaya;

b. Melaksanakan penyususnan rencana pengelolaan kawasan
budidaya perikanan berdasarkan RT/RW;

c. Menyediakan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan,

‘ pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;

d. Melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan obat ikan yang
digunakan pembudidayaan ikan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1) Seksi Pembudidayaan Perikanan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis

Pembudidayaan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
Seksi Pembudidayaan Perikanan mempunyai fungsi:

a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pembudidayaan perikanan;



(1)

()

(©)

(1)

()

)

b. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan cara
pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;

c. Menyediakan benih ikan, calon ikan, calon induk dan induk ikan
yang bermutu serta pelestarian calon induk, induk dan benih ikan;
dan )

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai
keahlian dan kebutuhan. ¥

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, maupun Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, infegrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan ag
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 2ty
perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Seksi, maupun Kelompok Jabatan Fungsional




jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan
baik insidentil maupun berkala pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, maupun Kelompok Jabatan
Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Ba.gian., Kepala Seksi, maupun Kelompok Jabatan
Fungsional dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk

kepada bawahan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Walikota ini.










